[ SALINAN ]

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIR! HILIR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Mengingat

31

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.
6950/VIIl/ 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan
Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran
2022,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Ka bu paten Indragiri Hilir tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom  Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



10.

L.

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340}

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4375);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lecmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggar:in
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor § Tabun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daecrah Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI] HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1} Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah merupakan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 yang
telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, yakni sebagai
berikut :



®meoon op

laporan realisasi anggararn;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas;
neraca,

laporan arus kas; dan

catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I, dan
I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan daliim Peraturan
Daerah im, yang terdiri dari:

a. Buku I, terdiri atas

1} Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran L4 =

b. Buku II, terdiri atas

2) Lampiran 1I

3) Lampiran Il

4] Lampiran [V

5} Lampiran V

6) Lampiran VI

7) Lamnpiran VII

8) Lampiran VIII

9 Lampiran IX

Laporan  Realisasi Anggarar
{LRA) terdir atas;
Ringkasan LRA menurut

urusan pemerintah daerah dan
organisasi;

Ringkasan APBD yang
diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, dan
jems pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja
menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan  perubahan  saldo

anggaran lebih;

Laporan operasional;
Laporan perubahan ekuitas;
Ncraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan
keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang

daerah;

Daftar rekapitulast penyisihan
piutang tidak tertagih;



10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana
bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah;

12} Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi
penambah an dan pengurangan
aset tetap daerah;

13} Lampiran XlII : Daftar rekapitulasi  aset
tetap;
14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi

dalam pekerjaan,;

15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset
lainnya;

16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka
pendek;

18) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka
panjang;

19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang

belum  diselesaikan sampai
akhir tahun anggaran 2022
dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran
berikutnys,;
20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan
Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Dacrah
terdin atas :
Lampiran XX. 1 : lkhtisar laporan  keuangan

(neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan  keuangan
(laporarn  laba/rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah,

Pasal2?

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. pendapatan Rp. 1.895.777.996.320,49
b. belanja dan transfer Rp. 1.940.680.914.276,21
surplus Rp. (44.902.917 955,72}



¢. pembiayaan

- penerimaar Rp. 214.996.324.00],19

- pengeluaran Rp. 0,00

pembiayaan

netto Rp. 214.996.324.001,19

SiLPA tahun

berkenaan Rp. 170.093.406.045,47
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut :

. Selish  anggaran dengan  realisasi pendapatan sejumlah
Rp.56.654.682.264,51 (lima puluh enam milyar enam ratus lima
puluh empal juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus
enam puluh empat rupiah lima puluh satu sen) dengan rincian
sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan Rp. 1.952.432.678.585,00
setelah perubahan

b. realisasi Rp. 1.895.777.996.320,49
selisih lebih Rp. 36.654.682.264 51

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja  sejumlah
Rp.226.708.100.074,79 (dua ratus dua puluh enam milyar
tujuh ratus delapan juta seratus ribu tujuh puluh empat rupiah
tujuh puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah Rp. 2.167.389.014.351,00
perubahan
b. realisasi Rp. 1.940.680.914.276,21
selisih lebih Rp. 226.708.100.074,79
3. Selisih anggarar dengan realisasi defisit se jumiah

(Rp.170.053.417.810,28) (seratus tujuh puluh milyar lima puluh
tiga juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh
rupiah dua puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. defisit setelah perubahan Rp. (214.956.335.766,00)
b. realisasi (defisit) Rp. (44.9024917.955,72)
selisih kurang Rp. (170.053.417.810,28)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp.39.988.235,19] (tiga puluh sembilan juta
sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tga
puluh lima rupiah sembilan belas sen] dengan rincian sebagai
berikut :

a. anggaran penerimaan Rp. 214.956.335.766,00
pembiayaan
b. realisasi penerimaan Rp. 214.996.324.00],19

pembiayaan
selisih kurang Rp. (39.988.235, 19)



5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 {nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran Rp. 0,00
pem biayaan

b. realisasi pengeluaran Rp. 0,00
pembiayaan
selisih Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah
(Rp.39.988.235,19) (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus
delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah
sembilan belas sen} dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan netto  Rp. 214.956.335.766,00
setelah perubahan

b. realisasi Rp. 2i4.996.324.001.19
selisih kurang Rp. {39.988.235,19)

Pasal 4

Laporan perubahan salde anggaran lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022
adalah sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 214.956.335.766,19
b. penggunaan SAL sebagai
pencrimaan pembiayaan

tahun berjalan Rp. 214.956.335.766,19
¢. sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran Rp. 170.093.406.045,47
d. Kkoreksi kesalahan tahun
sebelumnya Rp. 0,00
€. saldo anggaran lebih akhir Rp. 170.093.406.045,47
Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ per 31 Desember Tahun 2022 adalah scbagai berikut :

a. jumlah pendapatan-LO Rp. 2.062.193.982.898,00
b. jumlah beban-LO Rp. 1.995.099.557.908, 11
c. surplus/defisit dari kegiatan

operasional-LO Rp. 67.094.424.989 89
d. surplus/defisit dari kegiatan

non operasional-L.O Rp. (5.041.120.651,55)
e. surplus/defisit sebelum

pos luar biasa Rp 62.053.304.338,34
[ surplus/defisit-LO Rp. 59.994.686.435,34

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
ayat (1] huruf d per 31 desember tahun 2022 adalah sebagai
berikut:



ekuitas awal Rp. 3.812.910.350.299,48
surplus -LO Rp. 29.994.686.435,34
¢. dampak komulatif perubahan

kebijakan-kesalahan mendasar Rp. (7.439.155.809,10)
d. ekuitas akhir Rp. 3.865.465.880.925,72

(=

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) huruf e per
31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp. 3.888.839.058.146,29

b. jumiah kewajiban Rp 23.373.177.220,57

c. jumlah ekuitas Rp. 3.865.465.880.925,72
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (I)
hurulf per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a, arus kas bersih dari aktivitas

operasi Rp. 119.644.577.923,18
b. arus kas bersih dari aktivitas

investasi aset non keuangan Rp. (164.547.495.878,90}
c. arus kas bersih dari aktivitas

pendanaan Rp. 39.988.235,00
d. arus kas bersih dari aktivitas

transitoris/non anggaran Rp. (167.703.006,00)
e. kenaikan/penurunan bersih

kas periode berjalan Rp. (45.030.632.726,72)
{. saldo awal kas {BUD),kas di

FKTP & kas dana BOS Rp. 214.837.813.360,59
g. saldo akhir kas (BUD) kas i

FKTP & kas dana BOS Rp. 169.807.180.633,87
h. kas di bendahara penerimaan Rp. 0,00
i. kas di bendahara

pengeluaran Rp. 393.270.662,00
J. saldo akhir kas lainnya di

bendahara pengeluaran Rp. 0,00
k. saldo akhir kas lainnya Rp. 41.600.993,00
l. saldo akhir kas Rp. 170.242.052.288,87

Pasal 9

Catatan Atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 ayat (1} huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dijabarkan dalam Peraturan
Bupati.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIR! HILIR,

tic

AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR |
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU

(11.29.A/2023)

S ERBes TK I(TVIB)
NIP, 19780406 200501 1 009



